
BUPATI MALANG 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR ~/ TAHUN 2013 

TENTANG 

PENERAPAN DAN BESARAN 

. 
l ., 

NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PADA 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

BUPATI MALANG, 

\..J Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 88 ayat (4) 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah, maka perlu mengatur Penerapan dan Besaran Nilai 

Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak pada Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Peraturan Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lem baran Negara Rep ublik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 

Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lem baran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 

Daerah ata u Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 5179); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ten tang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahu n 2011 Nomor 694); 

7. Pera tu ran Daerah Ka bu paten Malang Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1 /D), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 9 Tahu n 20 13 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ma lang Nomor 8 Tahu n 2010 

ten.tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah. Kabupaten Malang 

Tah.un 20 10 Nomor 1/B); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DAN BESARAN 

NILAI JUAL OBJEK PAJ AK TIDAK KENA PAJAK PADA 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 

PERK.OT AAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 
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3. Bu pati adalah Bu pati Malang. 

4 . Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Asset Kabupaten Malang. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Asset Kabupaten Malang. 

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 

selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau 

bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan 

oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan 

dan pertambangan. 

7. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau 

Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi 

dan/ a tau memperoleh manfaat atas Bumi dan/ atau memiliki, 

menguasai dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

8. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah 

harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang 

terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual 

beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan 

objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP 

pengganti. 

9. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya 

disingkat NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau 

bangunan yang tidak kena pajak. 

BAB II 

PENERAPAN DAN BESARAN NJOPTKP 

Pasal 2 

(1) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,­

(sepuluh juta rupiah) untuk Objek Pajak yang terletak 

di Daerah. 

(2) NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

diberikan 1 (satu) kali kepada setiap Wajib Pajak yang memiliki, 

menguasai dan/ atau memanfaatkan Objek Pajak di Daerah. 

(3) Wajib Pajak yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan 

lebih dari 1 (satu) Objek Pajak di Daerah diberikan NJOPTKP 

hanya untuk 1 (satu) Objek Pajak dengan NJOP paling besar. 
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Pasal 3 

Dalam hal pengenaan PBB terutang belum diterapkan NJOPTKP 

dapat dilakukan pembetulan sepanjang Wajib Pajalc mempunyai 

bukti-bu kti yang mendukung. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Malang. 

Diundangkan di Malang 
pada tanggal 30 D~!e.MBtR... 2013 

SEKRETARIS DAERAH 

ABDUL MALIK 
NIP. 19570830 198209 1 001 

Berita Daerah Kabupaten Malang 
Tahun 2013 Nomor /2. Seri 8 

Ditetapkan di Malang 

pada tangg 30 D~ie lV1 8 U.. 2013 

G, 


